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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan 

pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky 

dalam buku Usman mengemukakan bahwa 

implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan.1 

Menurut Syaukani dkk implementasi merupakan 

suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan 

kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan 

tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. 

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama 

persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang 

merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, 

menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan 

implementasi termasuk didalamnya sarana dan 

prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja 

penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan 

kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana 

mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke 

masyarakat.2 

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa 

proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak 

hanya menyangkut prilaku badan administratif yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, 

melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, 

                                                 
1Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2004), h. 7. 
2Syaukani, dkk, Otonomi Dalam Kesatuan, (Yogyakarta : Yogya Pustaka, 

2004), h. 295. 
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ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung 

dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang 

terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan 

publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan 

pemerintah. 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesi) 

Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Menurut 

Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara atau 

mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, 

penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di 

susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan.3 

Pengertian implementasi yang di paparkan di atas 

dapat dikatakan bahwa implementasi buka sekedar 

aktivitas, akantetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh 

karenanya implementasi tidak berdiri sendiri tetapi di 

pengaruhi oleh objek-objek yang lainnya. 

Jadi dapat di simpulkan Implementasi adalah 

pelaksanaan sebuah planning tersusun dan rinci untuk 

mencapai tujuan yang jelas. 

2. Tahapan Implementasi 

Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:4 

a. Menerapkan rencana implementasi maksud rencana 

implementasi disini ialah mengatur biaya dan waktu 

yang paling utama untuk menuju ke pelaksanaan 

sesungguhnya. 

b. Penerapan kegiatan adalah proses berjalannya 

rencana yang sudah disepakati. 

c. Evaluasi, yaitu menindaklanjuti dan memperbaiki 

suatu kegiatan yang telah direncanakan dan 

                                                 
3Nurdin Usman, Konteks Implementasi ...., h. 70. 
4Nurdin Usman, Konteks Implementasi ...., h. 73.  
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diterapkan, apakah sesuai dengan tujuan yang 

dicapai atau belum. 

B. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih 

Sebagaimana diketahui penyusunan daftar pemilih 

dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, 

selalu memiliki permasalahan dalam hal akurasi datanya. 

Persoalan dalam penyusunan daftar pemilih tersebut tetap 

tidak bisa dianggap hanya sebagai persoalan administratif, 

yang secara teknis menunjukkan kelemahan dan 

kekurangan implementasi kinerja lembaga penyelenggara 

pemilihan. Terlebih lagi sistem yang dianut di Indonesia 

adalah pendaftaran berdasarkan prakarsa negara (state-

initiated registration), yaitu mix strategy, dimana pemerintah 

memfasilitasi proses pendaftaran pemilih yang juga 

dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah 

para warga negara dan negara berbagi tanggung jawab 

dalam pendaftaran pemilih (citizens and the state share 

responsibility for registration).5 

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018, 

pemuktahiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan 

untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar 

penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) baik yang 

diperoleh dari Dirjen Dukcapil maupun dari kemenlu 

dengan memperhatikan DPT pemilu terakhir dengan cara 

melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan 

bahan penyusunan DPS.6 Lebih lengkapnya, pemutakhiran 

data dan penyusunan daftar pemilih adalah kegiatan untuk 

memperbaharui, memperbaiki, dan mencatat data pemilih 

melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kualitas DPT 

                                                 
5Agustina Cahyaningsih, “Penetrasi Teknologi Informasi Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018”. Jurnal Polgov, Vol 1 No. 1, 2019, h. 21.  
6PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.  
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tergantung pada akurasi data yang disajikan, yaitu 

kebenaran bentuk dan isi data sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Secara teknis, pemutakhiran daftar pemilih 

adalah bentuk jaminan bagi pemilih untuk dapat 

menggunakan hak pilihnya. 

Tujuan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 

adalah memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam daftar 

pemilih tetap (secara konprehensif), memastikan akurasi 

data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual (akurat dan 

up to date), memastikan tidak mengandung nama-nama 

orang yang tidak berhak memilih, melayani pemilih dalam 

menggunakan hak pilih, dan mempersiapkan logistik 

pemilu. 

1. Defenisi Pemilih 

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang 

menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka 

pengaruhi dan yakinkan agar mendukung kemudian 

memberikan suaranya kepada kontestan yang 

bersangkutan. Perilaku pemilih dapat ditujukan dalam 

memberikan suara dan menentukan siapa yang akan 

dipilih menjadi pemimpin dalam sebuah pemilihan 

umum.7 

Berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum 

pasal 3 dan 4 menyebutkan, “(3) warga negara indonesia 

yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 

(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah 

pernah kawin mempunyai hak memilih”. “(4) Untuk 

dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara 

Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang 

                                                 
7Firmanzah, Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 102  
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ditentukan lain dalam Undang-undang”.8 Pemilih harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, 

sudah kawin, atau sudah pernah kawin;  

b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;  

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap;  

d. Berdomisili diwilayah administratif pemilih yang 

dibuktikan dengan KTP-el;  

e. Dalam hal pemilih belum memiliki KTP-el dapat 

menggunakan surat keterangan yang diterbitkanoleh 

dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan 

dan catatan sipil setempat;  

f. Tidak sedang menjadi anggota tentara nasional 

indonesia, atau kepolisian republik indonesia.  

g. Pemilih hanya terdaftar satu kali dalam daftar 

pemilih.  

2. Kriteria Dasar Daftar Pemilih 

Secara internasional, terdapat beberapa prinsip 

yang diakui dalam penyusunan daftar pemilih yang 

kradibel yakni integrity, legal, accessibility, 

comprehensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, 

transparency, cost-effectiveness, timeliness, credibility, dan 

sustainability. Dalam konteks indonesia, terdapat tiga 

kriteria dasar dalam menyusun dan memutakhirkan 

daftar pemilih, yaitu:9 

                                                 
8PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraaan Pemilihan Umum.  
9Hasyim Asy‟ari‟, “Arah Sistem Pendaftran Pemilih Indonesia: Belajar 

Dari Pengalaman Menuju Perbaikan”, Jurnal Pemilu & Demokrasi, Vol. 1, No. 2, 
2012, h. 6.  
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a. Komprehensif, yang artinya daftar pemilih harus 

memuat semua warga negara indonesia, baik yang 

berada di dalam maupun luar negeri, yang 

memenuhi syarat sebahgai pemilih wajib dimasukkan 

dalam daftar pemilih. Tidak dibenarkan tindakan 

diskriminatif dalam rangka memasukkan atau 

menghapus nama-nama tertentu dalam daftar 

pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau 

alasan apapun;  

b. Akurat, yang artinya daftar pemilih harus memuat 

informasi tentang identitas pemilih secara benar, 

tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak 

memuat nama yang tidak berhak atau telah 

meninggal;  

c. Mutakhir, yang artinya daftar pemilih disusun 

berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari 

pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun , status 

telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan sebagai 

anggota tni/polri, alamat dan status meninggal 

dunia. 

C. Pemilih Umum 

1. Pengertian Pemilu 

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk 

memilih orang-orang yang akan meduduki kursi 

pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai 

perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi 

dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi 

itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih 

sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.10 

Sedangkan dalam Undang-undang No 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum tertuang dalam BAB I 

                                                 
10C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kantil, Pokok-pokok Etika dan Profesi 

Hukum. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), cet-3, h.70.  
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Ketentuan Umum, Pasal 1 No 1 memberikan pengertian 

sebagai berikut : 

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu 

adalah sarana kedaultan rakyat untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.11 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 

pemilihan berasal dari kata pilih yang artinya dengan 

teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, 

mengambil mana- mana yang disukai, mencari atau 

mengasih mana-mana yang baik, menunjukan, calon.12 

Kata umum berarti mengenai seluruhnya atau 

semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang 

khusus saja.13 

Secara teoritis Pemilu umum dianggap 

merupakan tahap paling awal dari bagian rangkaian 

kehidupan ketatanegaran yang demokratis, sehingga 

pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem 

politik demokrasi. Kegiatan Pemilihan Umum juga 

merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi 

warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, 

dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara 

adalah harus bagi pemerintah untuk menjamin 

                                                 
11Pasal 1 Ayat (1) UU. NO.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
12Departemen Pendidikan dan Kekebudayaab Republik Indonesia, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1988), h. 683.  
13Departemen Pendidikan dan Kekebudayaab Republik Indonesia, 

Kamus Besar ..., h. 989.  
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terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai 

dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. 

Menurut Sarbaini menyatakan bahwa Pemilu 

merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan 

politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan 

cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara 

bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang 

dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin 

atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat 

dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara 

untuk memilih wakilnya di pemerintahan.14 

Selain dari definisi di atas Morrisan 

mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara 

atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat 

mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan 

bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari 

sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.15 

Walaupun setiap warga negara Indonesia 

mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-

Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk 

dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu 

untuk mendapatkan batas umum ialah waktu 

pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu 

sudah genap berumur 17 tahun. 

Adapun kesetaraan batas umur 17 tahun yaitu 

berdasarkan perkembangan kehidupan politik di 

Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang 

telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah 

mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap 

                                                 
14Sarbaini, Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam 

Pemilihan Umum, Jurnal Inovatif, Vol. 3, No. 1, 2015, h. 107. 
15Morissan, Hukum Tata Negera Era Reformsi Ramdina Prakarsa, (Jakarta: 

Erlangga, 2005), h. 193.  
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negara dan masyarakat sehingga sewajarnya diberikan 

untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan 

anggota-anggota badan-badan perwakilan rakyat. 

2. Asas-Asas Pemilu 

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat dalam 

pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, harus dipatuhi oleh seluruh warga 

Negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang 

aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, 

permusuhan, dan kesalah pahaman.16 

a. Asas Langsung 

Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon 

pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa 

bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang 

menderita saakit dapat langsung memberikan 

suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari 

pihk panitia agar kertas yang telah menjadi hak 

pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang. 

b. Asas Umum 

Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siap saja 

tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status 

sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga 

negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah 

berusia 17 tahun atu telah menikah serta sehat 

jasmani rohani (tidak gila).  

c. Asas Bebas  

Pemilu berlaku untuk segenap warga negar 

indonesia yang tinggal dikawasan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia atau yang sedang tinggal diluar 

negeri. pemilu dapat dilakukaan di negara lain yang 

sebelumnya telah melewati beberapa prosedur ijin 

                                                 
16Dede Rosyada dkk, Memilih dan Dipilih, (Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 

2005), cet-3, h. 40.   



30 

 

 

yang resmi dari pihak pemerintaha negaar itu sendiri 

dan duta besar. setiap pemilih dapat dapat berhak 

mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya 

tanpa ancaman atau paksaan orang lain 

d. Asas Rahasia 

Memilih calon pemimpin tidak bisa 

diberitahukan pada orang lain bahkan padaa pihk 

panitia sekalipun agar tercipta suasana ynag tetap 

aman , tidak memicu keributan dan saling menghina 

hanya karena berbeda pilihan. pihak panitai pemilu 

juga tidak diperbolehkan untuk memberitaukan 

pilhan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan 

dilarang bertanya pada pemilih tentang calon 

pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas 

yang meningkatkan kuliatas pemilu. 

e. Asas Jujur 

Pemilu harus diaksanakan dengan jujur dan 

apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, 

teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya. 

ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak 

panitia penyelenggara pemilu harus menperbolehkan 

masyarkat ikut menyaksikan acara penghitungan 

suara tersebut. Intinya adalah Penghitungan suara 

harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan 

secara langsung. 

f. Asas Adil 

Semua pemilih mendapatkan hak dan 

perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari 

adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak 

tertentu. Para pemilihyang berusia manula tidak 

diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa 

pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah 

terjadi ada beberpa oknum dan orang orang yang tak 
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bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu 

yaitu membiarkan para manula terlambat datang 

dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak 

pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis.17 

3. Fungsi Pemilu 

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum 

pastinya memiliki fungsi- fungsi yang saling berkaitan 

atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari 

pemilihan umum sebagai berikut:18 

a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik  

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi 

kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui 

pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang 

berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan 

kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, 

pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati 

bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, 

melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman 

dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. 

fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi 

logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga 

alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu 

legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. 

Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah 

sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya 

memperbaharui kesepakatan- kesepakatan politik 

dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum 

pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku 

rakyat atau warga negara. Dan ketiga , dalam dunia 

                                                 
17Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010),cet-3, h. 67 .  
18Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 80. 
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modern para penguasa dituntut untuk mengadakan 

kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan 

(coercion) untuk mempertahankan legitimasinya. 

Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan 

(Consent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh 

penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama 

sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari 

otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan 

dominasi.19 

b. Fungsi Perwakilan Politik.  

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, 

baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol 

perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan 

yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan 

ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat 

untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya 

yang akan duduk dalam pemerintahan. 

c. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi 

Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa.  

Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi 

elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari 

dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. 

Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan 

sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses 

mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan 

jalur institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan 

untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni 

sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. 

Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran 

dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit 

penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan 

                                                 
19Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2004) cet- 5, h. 68   
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umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau 

sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan 

demokratis. 

d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat  

Pemilihan umum merupakan salah satu 

bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat 

langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa 

mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang demokrasi. 

 

4. Tujuan Pemilu 

Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 

4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki 

tujuan seperti berikut:20 

a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; 

b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; 

c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; 

d. memberikan kepastian hukum dan mencegah 

duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan 

e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. 

D. Teori Demokrasi 

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu 

“demokarasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa 

Yunani “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu 

tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan 

atau kedaulatan. Jadi secara bahsaa demokrasi adalah 

keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahanya 

kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi 

                                                 
20Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum  
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berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, 

pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.21 

 Dengan demikian secara ekplisit demokrasi 

meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak 

rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan 

anggota DPR RI, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 

Pemilihan DPD dan DPRD bahkan sampai pemilihan Kepala 

Desa, semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan 

politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah 

mencerminkan telah makin membaiknya pelaksaan 

demokrasi pada negara bersangkutan.22 

 Jimly Assihiddiqie mengemukakan bahwa 

demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang 

mengendaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan 

untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif, 

demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada 

pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karennya 

rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi 

arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan 

kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup 

dalam pengertian kedaultan rakyat, yaitu kekuasaan 

tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh 

dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus-menerus 

membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-

luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat 

menyelesaikan gagasan demokrasi demikian inimerupakan 

negara yang baik dan ideal.23 

                                                 
21Dede Rosyada, dkk, Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani, 

(Jakarta : Prenada Media, 2000), cet 1, h.110. 
22Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Permata 

Aksara, 2014), cet-, h. 181 
23Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, 

(Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 241- 242 
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Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan 

suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan 

politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan 

untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara 

rakyat.24 

Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl 

menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan 

dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan- 

tindakan mereka di wilayah public oleh warganegara yang 

bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan 

kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.25 

Berdasarkan dengan berbagai macam pengertian 

demokrasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana 

kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Maka 

demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan 

bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang 

memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai 

kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakkan negara, 

karena kebijakkan tersebut akan menentukan kehidupan 

rakyat. dengan demikian negara yang menganut sistem 

demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan 

kehendak dan kemauan rakyat.26 

1. Ciri-Ciri Demokrasi 

Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh 

Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu 

suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa 

kekuasaan berada ditangan rakyat. Dalam 

                                                 
24Josep A. Shumpeter, Capitalisme,Socialisme, And Democracy, (New York : 

Routledge, 1994), h. 18 
25Philippe Schumitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, The Long 

Road To Democracy, (Jakarta : Habibie Center, 2004), h. 21. 
26Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), ed. ke-3, cet.ke-2, h. 114  
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perkembanganya,demokrasi menjadi suatu tatanan yang 

diterima dan dipakai hampir seluruh Negara didunia.27 

Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam 

pengambilan keputusan politik, baik langsung 

maupun tidak langsung (perwakilan). 

b. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara 

dalam segala bidang. 

c. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh 

warga Negara.  

d. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil 

rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat. 

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi 

Ada beberapa prinsip demokrasi yang penting, yaitu : 

a. Keterlibatan warga Negara dalam 

pembuatan keputusan politik.  

b. Tingkat persamaan tertentu di anatara warga 

Negara.  

c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan 

tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga 

Negara. 

d. Suatu system perwakilan.  

e. Suatu system pemilihan – kekuasaan 

mayoritas.  

f. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh 

konstitusi.  

g. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar 

mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi 

rakyat).  

h. Jaminan Hak Asasi Manusia.  

                                                 
27Budi Prayitno, Apakah Demokrasi Itu, (Jakarta:LIPI,1991), h. 4  
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i. Persamaan kedudukan di depan hukum.  

j. Peradilan yang jujur dan tidak memihak 

untuk mencapai keadilan.  

k. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan 

pendapat. 

l. Kebebasan pers. 

3. Jenis-Jenis Demokrasi Berdasarkan Penyaluran 

Kehendak Rakyat 

Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan hubungan antar 

alat Negara :28 

a. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum 

yang merupakan salah satu macam demokrasi 

dimana rakyat memilih perwakilannya untuk 

menjabat di parlemen, akan tetapi tetap terkontrol 

oleh pengaruh rakyat.  

b. Sistem parlementer yang merupakan demokrasi 

perwakilan dimana adanya hubungan yang kuat 

antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri 

utama sebuah negara yang menganut sistem 

parlementer ialah adanya parlemen dalam sistem 

pemerintahannya.  

c. Sistem pemisahan kekuasaan yang merupakan 

demokrasi perwakilan dimana jabatan legislatif 

terpisah dari eksekutif, sehingga keduanya tidak 

berkaitan secara langsung seperti sistem demokrasi 

parlementer.  

d. Sistem referendum dan inisiatif rakyat yang 

dimaksud ialah gabungan antara demokrasi 

perwakilan dengan demokrasi langsung.  

 

 

                                                 
28C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kantil, Pokok-pokok Etika dan Profesi 

Hukum. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), cet-3, h.70 
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E. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau 

kata benda abstrak dari kata sasa, (سا س – يسو س – سيا سة 

)memiliki banyak makna yaitu mengemudi, 

mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.29 Sasa 

juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau 

pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain ittu, 

siyasah juga dapat diartikan administrasi dan 

manajemen.30 

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 

Sementara Louis Ma‟luf memberikan batasan bahwa 

Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan 

membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan 

Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai mengatur 

atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan 

manusia kepada kemaslahatan.31 Sedangkan di dalam 

Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat 

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke 

jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu 

pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri 

dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur 

kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.32 

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak 

keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti 

                                                 
29Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3  
30Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH 

UII Press, 2007), h. 74 
31Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah..., h. 4  
32Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah..., h. 22  
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penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena 

dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur 

mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, 

mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat 

kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan 

masyarakat.33 Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur‟an 

dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah 

syar'iyyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran 

manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari‟at 

dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan 

bernegara. Siyasah syar'iyyah disebut juga politik 

ketatanegaraan yang bersifat syar‟i.34 

2. Kedudukan Fiqih Siyasah 

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyasah 

(Siyasah Syar'iyyah) di dalam hukum Islam, perlulah 

untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara 

umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, 

maka dapatlah difahami kedudukan fiqih siyasah di 

dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum 

Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu 

hukum yang mengatur hubungan manusia kepada 

Tuhannya („ibadah) dan hukum yang mengatur 

hubungan antara sesama manusia dalam masalah-

masalah keduniaan secara umum (mu‟amalah). Tatanan 

yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami 

perkembangan, tidak membuka peluang untuk 

penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua 

dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-

hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan 

secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih 

                                                 
33Ridwan, Fiqih Politik..., h. 75  
34Ridwan, Fiqih Politik..., h. 76   
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lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang 

merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban 

hubungan dalam kehidupan masyarakat.35 

Syari‟at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang 

tegas ditunjukan oleh Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah 

yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh 

adalah ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang 

berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-

dalilnya yang rinci dan fiqih adalah hasil dari ijtihad dan 

pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama 

Al-Qur‟an dan Hadis. Fiqih siyasah atau siyasah 

syar'iyyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan 

berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam 

rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama 

sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqih siyasah atau 

siyasah syar'iyyah berarti politik menurut ajaran syari‟at. 

Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam 

ajaran Islam. Siyasah syar'iyyah atau fiqih siyasah lebih 

terbuka (dinamis) dari pada fiqih dalam menerima 

perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan 

kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar 

terhadap Siyasah Syar'iyyah.36 Dalam fiqih siyasah 

pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara 

tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan 

kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. 

Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah 

mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi 

yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk 

memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-

                                                 
35Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: 

Amara Books, 2011), h. 21.  
36Yusdani, Fiqh Politik ..., h. 22.   
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kebijakan politik praktis yang berguna bagi 

kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga 

negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan 

siyasah syar'iyyah. Tanpa politik hukum pemerintah 

boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang 

mereka miliki. fiqih siyasah (siyasah syar'iyyah) juga 

dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa 

merugikan dirinya. Fiqih siyasah dapat di ibarakan 

sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, 

ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah 

yang dapat dinikmati oleh umat Islam.37 

3. Cakupan Fiqih Siyasah 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh 

penjelasan bahwa fiqih siyasah adalah bagian dari fiqih. 

Kata siyasah pada awalnya memiliki banyak arti, 

sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian 

digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada 

masalah negara dan pemerintahan, karena pada 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat 

beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah 

seperti mengendalikan, mengatur memerintah, 

mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan 

membuat kebijaksanaan. siyasah syar'iyyah berarti 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 

berdasarkan syari‟ah. Dengan demikian, objek kajian 

siyasah syar'iyyah adalah semua hal yang berkenaan 

dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 

berdasarkan syariat Islam.38 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 

ruang lingkup kajian fiqih siyasah (siyasah syar'iyyah) 

diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun 

                                                 
37Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah...., h. 12 
38Ridwan, Fiqh Politik...., h. 81  
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ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga 

bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang 

membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi 

delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya 

tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.39 

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang 

dikutip dalam bukunya Muhammad iqbal, membagi 

ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang, 

delapan bidang sebagai beriku; kebijaksanaan tentang 

peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah 

Syar‟iyyah), kebijaksanaan tetang penetapan hukum 

(Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah), kebijaksanaan 

peradilan (Siyasah Qadha`iyyah Syar‟iyyah), 

kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah 

Syar‟iyyah), kebijaksanaan administrasi negara (Siyasah 

Idariyyah Syar‟iyyah), kebijaksanaan hubungan luar 

negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah 

Kharijiyyah Syar‟iyyah), politik pelaksanaan undang-

undang (Siyasah Tanfîdziyyah Syar‟iyyah), politik 

peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah).40 

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup 

kajian fiqh Siyasah (Siyasah Syar‟iyyah) mencakup 

kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-

undangan (Siyasah Dusturiyyah), ekonomi dan moneter 

(Siyasah Mâliyyah), peradilan (Siyasah Qadha`iyyah), 

hukum perang (Siyasah Harbiyyah), dan asministrasi 

negara (Siyasah `Idariyyah). Sedangkan Ibnu Taimiyah 

meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu 

peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan 

internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang 

lingkup kajian fiqh siyasah (siyasah syar‟iyyah) menjadi 

                                                 
39Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah...., h. 13  
40Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah...., h. 13   
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tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan 

internasional dan keuangan negara.41 

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan 

fiqh siyasah (siyasah syar‟iyyah) di atas dapat dipahami 

bahwa pembahasan pokok fiqih siyasah meliputi 

berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik 

dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain 

adalah masalah dusturiah yang mencangkup siyasah 

penetapan hukum, siyasah peradilan, siyasah 

administrasi dan siyasah penerapan hukum. Siyasah 

dusturyyah adalah siyasah yang berkaitan dengan 

peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas 

kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, 

hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain siyasah 

dusturyyah membahas tentang sistem politik hukum 

menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, 

lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau 

eksekutif.42 

Selain bidang siyasah dusturyyah. Pembahasan 

fiqih siyasah (siyasah syar‟iyyah) adalah Siyasah 

Dauliyyah/Kharijiyyah, yaitu Siyasah yang 

berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu 

negara dengan negara lain, tata cara pergaulan 

hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang 

maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan 

fiqh Siyasah adalah Siyasah Maliyyah dan Siyasah 

Harbiyyah. Siyasah Maliyyah yaitu siyasah yang 

mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan 

Siyasah Harbiyyah, yaitu siyasah yang mengatur tentang 

                                                 
41Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah..., h. 13 
42Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah..., h. 13  
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peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan 

dengan hal tersebut.43 

Berdasarkan beberapa jenis fiqih siyasah, maka 

secara spesifik fiqih siyasah yang digunakan yakni 

Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah. Siyasah Dauliyyah 

merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan islam, 

yang mana merupakan kajian akademik mengenai 

kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif 

agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, 

sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam 

ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga 

kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang 

menyamakannya dengan seruan jihad.44 

Bidang-bidang Siyasah Syar‟iyyah bukan harga 

mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang 

Siyasah Syar‟iyyah dapat berbeda-beda antara satu 

negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. 

Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya 

perbedaan dan perkembangan Siyasah Syar‟iyyah itu 

antara lain; perbedaaan orientasi politik, latar belakang 

budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkebangan 

Islam itu sendiri di negara masingmasing.45 Dalam arti 

kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang 

lingkup sari Siyasah Syar‟iyyah. 

4. Kriteria Fiqih Siyasah 

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan 

pemengang kekuasaan harus sesuai dengan semangat 

syari‟at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan 

                                                 
43Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah..., h. 14   
44Juhaya S Praja, Pemikiran Ketatanegaraan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

2010), h. 13   
45Ridwan, Fiqh Politik...., hlm. 82  
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disebut Siyasah wad‟iyah (sumber-sumber hukum Islam 

yang tidak berasal dari wahyu). Namun Siyâsah 

wad‟iyyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan 

kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak 

sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik 

yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

Siyasah Syar‟iyyah dan tidak boleh diikuti. 

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan 

dan jiwa syar‟iat maka kebijakan dan peraturan 

perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa 

tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam QS. an-Nisa, 4:59 sebagai 

berikut: 

                           

                         

                 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.46 

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh 

pemegang kekuasaan harus memnuhi kriteria-kriteria 

sebagai berikut:47 

                                                 
46Departeman Agama, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Al Hikmah, 

2007), H. 87 
47Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah..., h. 7 
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a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari‟at Islam 

b. Meletakkan persamaan (al-musyawarah) kedudukan 

manusia di depan hukum dan pemerintahan 

c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan 

melaksanakannya 

d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat 

e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak 

kemudaratan. 

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki 

karakteristik tersendiri yang berbeda dengan 

karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. 

Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum 

Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan 

manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan 

individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. 

Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah 

menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh 

Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat 

tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. 

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi 

sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul 

manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam 

ada sepuluh, yaitu:48 

a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan 

kesulitan 

b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur 

Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi 

darurat.Segala hal yang merugikan atau 

kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan 

dihilangkan 

                                                 
48Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 64 
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c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan 

kemudharatan. 

d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan 

untuk kemudharatan yang bersifat umum 

Kemudharatan yang ringan digunakan untuk 

menolak kemudhartan yang berat 

e. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau 

tindakan yang terlarang 

f. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur 

menurut ukuran yang diperlukan 

g. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas 

mendatangkan kemaslahatan. 

5. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar’iyyah 

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah 

kebenaram yang dijadikan dasar penyelenggaraan 

pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari 

pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan 

Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, 

adapun prinsip tersebut sebagai berikut:49 

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah 

b. Prinsip musyawarah 

c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia 

d. Prinsip persamaan 

e. Prinsip ketaatan rakyat 

                                                 
49Jimmly Ash Shidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, 

(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 308. 
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f. Prinsip keadilan 

g. Prinsip peradilan bebas 

h. Prinsip perdamaian 

i. Prinsip kesejahteraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


